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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan Agama yang paling sempurna, seluruh 

aktivitas manusia diatur oleh Islam. Allah Swt. menciptakan 

setiap makhluknya berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan baik 

itu tumbuhan, hewan terutama makhluk ciptaan Allah yang 

disebut dengan manusia. 

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, seseorang yang 

berjenis kelamin pria maupun wanita pasti membutuhkan bantuan 

orang lain atau lawan jenisnya untuk dijadikan pasangan 

hidupnya dengan ikatan perkawinan. 

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Dari pengertian di atas tersebut jelas bahwa perkawinan 

bertujuan untuk membentuk pasangan suami istri yang harmonis, 

setiap pasangan suami istri pasti menginginkan  rumah tangga 

yang saakinah, mawaddah, dan rohmah serta kekal sepanjang 

akhir hayat. Pada kenyataannya,terkadang realita tidak sesuai 

dengan harapan. Kenyataan hidup membuktikan bahwa menjaga 

kelestarian dan keharmonisan rumah tangga yang di dambakan 

oleh pasangan suami istri tidaklah mudah dan tidak selalu mulus, 

banyak godaan yang menghampiri mulai dari masalah finansial, 

orang ketiga atau sudah bosan diantara suami atau isteri sehingga 

tidak jarang menimbulkan pertengkaran mulai dari masalah kecil 

hingga masalah besar dan berujung pada perceraian (Thalaq).  

Perceraian atau thalaq ialah suatu perbuatan yang dibenci 

oleh Allah SWT. Pasangan suami istri sebelumnya pasti sudah 

berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun 

apabila pasangan suami istri sudah tidak bisa di damaikan, 

apabila pernikahan dilanjutkan akan mengakibatkan 

kemudharatan dan jalan keluarnya hanya dengan perceraian, 

maka bercerai diperbolehkan.  



3 

 

Untuk memungkinkan kembalinya mantan suami ke 

mantan istri maka talak ada dua macam jika ditinjau dari berat 

ringannya akibat talak yaitu
1
 : 

1. Thalaq Raj‟i, ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri 

yang telah dicampuri, bukan talak karena tebusan/khulu‟, talak 

yang dijatuhkan 1 atau 2 kali. Maka suami dapat kembali 

kepada mantan istrinya yang masih masa „iddah tanpa harus 

melakukan akad nikah yang baru. 

2. Thalaq Ba‟in, ialah jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh 

suami kecuali dengan akad nikah baru walaupun dalam masa 

„iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak 

Ba‟in terbagi kedalam dua bagian yaitu talak ba‟in sughra dan 

talak ba‟in kubra. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 120 : 

“Talak bain kubra merupakan talak yang terjadi untuk ketiga 

kalinya. Talak jenis ini tidak bisa dirujuk dan tidak dapat 

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan 

                                                             
 

1
Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2011), h.193 
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setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian 

terjadi perceraian setelah dukhul (melakukan hubungan suami 

istri) dan telah habis masa idahnya.”
2
 

Perceraian yang disebabkan karena suami telah 

menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka pasangan suami 

istri tersebut tidak dapat rujuk kembali meskipun sang suami 

telah menyesali perbuatannya. Untuk bisa rujuk kembali kepada 

mantan istrinya tersebut dan mereka bersepakat untuk 

melanjutkan pernikahan maka harus ada laki-laki lain untuk 

menikahi mantan istrinya terlebih dahulu dan telah dicampuri, 

kemudian suami kedua tersebut menceraikannya. Setelah bercerai 

dengan suami kedua maka suami sebelumnya harus menunggu 

masa „iddahnya habis agar bisa menikah dengan mantan istrinya.
3
 

Akad nikah yang dilakukan oleh suami kedua kepada 

mantan istri suami pertama disebut dengan nikah tahlil. Nikah 

tahlil ialah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan 

istri yang telah di talak tiga. Akad nikah tahlil dilakukan dengan 

                                                             
 

2
 Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2017), h. 358 

 
3
Ahmad Sanusi, Epa Nurpiah, Praktek Perkawinan Muhallil di 

Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 

No. 2, Desember 2020 
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dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa adanya walimah atau 

resepsi pernikahan. 

Mengenai pernikahan nikah tahlil, ada beberapa bentuk 

akad terhadap kesepakatan muhallil (yang menghalalkan) dan 

persyaratan terhadap Muhallal lahu (yang dihalalkan), yaitu ; 

a. Apabila suami kedua berakad nikah serta mensyaratkan di 

tengah-tengah akad supaya menceraikannya setelah bercampur 

(melakukan hubungan badan atau apabila telah bercampur, 

mereka terpisah dan tidak ada lagi pernikahan antara mereka 

berdua. 

b. Apabila kedua belah pihak sebelum akad bersepakat bercerai 

setelah bercampur namun mereka tidak mensyaratkannya di 

tengah-tengah akad, maka pernikahan seperti ini hukumnya 

makruh karena keluar dari perbedaan orang yang 

mengharamkan. 

c. Apabila dia menikahinya tanpa syarat apapun, namun niatnya 

akan menceraikan sehabis dukhul, dia berakad di hadapan 

orang bahwa akad yang dilakukan ialah akad selamanya, maka 

akad dalam kondisi tanpa syarat tersebut makruh, apabila ia 
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menjatuhkan talak setelah melakukan hubungan badan, maka 

halal bagi suami sebelumnya setelah habis masa „iddahnya.
4
 

Pernikahan semacam ini yakni nikah tahlil yang direkayasa 

merupakan permasalahan yang harus dikaji, baik dikaji menurut 

hukum islam maupun hukum positif. Permasalahan yang muncul 

di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten PandegIang 

adalah ada seseorang yang merekayasa nikah tahlil yaitu seorang 

suami yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan mereka 

berkeinginan untuk rujuk, kemudian mantan suaminya mencari 

seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan yang telah 

diceraikan sebelumnya dan laki-laki (muhallil) itu bersedia untuk 

menikahi mantan istrinya dan bersepakat setelah melakukan 

hubungan biologis dia berjanji akan menceraikan istrinya tersebut 

agar bisa kembali kepada suami sebelumnya. Ada juga seseorang 

yang ingin kembali kepada mantan istrinya kemudian menyuruh 

laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya itu, setelah laki-laki 

itu sanggup untuk menikahi mantan istrinya, namun sebelum 

melakukan dukhul (hubungan suami istri) laki-laki tersebut 

                                                             
 

4
Abdul Aziz, Muhamad Azzam dkk, Fiqh Munakahat,  (Jakarta : 

Amzah, 2009), h. 9 
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(muhallil) harus menceraikan istrinya yang padahal salah satu 

syarat agar bisa kembali/rujuk‟ ialah harus ada orang lain yang 

menikahi mantan istrinya dan harus sudah melakukan hubungan 

biologis serta telah habis masa „iddahnya.Di kalangan Para imam 

madzhab ada perbedaan pendapat tentang nikah tahlil yang 

dilakukan dengan rekayasa ini, apakah pernikahan tersebut sah 

atau tidak. 

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk 

rumah tangga yang saakinah mawadah warahmah dan harus 

tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) agar diakui oleh Negara, 

namun pernikahan tahlil ini tidak tercatat di Kantor Urusan 

Agama (nikah siri) dan hanya dilakukan dengan niat 

menceraikannya setelah melakukan hubungan biologis 

dengannya juga tidak di niatkan untuk membentuk keluarga yang 

kekal. Faktanya, umur pernikahan tahlil yang dilakukan hanya 

sehari semalam saja kemudian diceraikan. Akad nikah yang rusak 

karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk 

keluarga yang kekal tanpa adanya batasan waktu yang telah 

ditentukan, karena perkawinan yang dibatasi waktunya 
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disamakan dengan nikah mut‟ah. Sedangkan nikah mut‟ah 

dibatalkan oleh ijma‟ ulama. Pernikahan ini direkayasa dengan 

tujuan hanya untuk menghalalkan seorang wanita yang sudah 

dijatuhi talak tiga oleh suaminya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Rekayasa Nikah Tahlil di Desa Cikadu Kecamatan 

Cibitung Kabupaten Pandeglang. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik rekayasa nikah tahlil di Desa Cikadu Kec. 

Cibitung Kab. Pandeglang ? 

2. Bagaimana rekayasa nikah tahlil di Desa Cikadu Kec. 

Cibitung Kab. Pandeglang ditinjau dari Hukum Islam ? 

 

C. Fokus Penelitian 

 Dari uraian latar belakang masalah di atas, supaya 

pembahasan lebih terfokus sesuai dengan judul skripsi yang 

penulis angkat maka, penelitian ini akan terfokus pada penelitian 

tentang praktik nikah tahlil yang di rekayasa ditinjau dari Hukum 

Islam. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik rekayasa nikah tahlil di Desa 

Cikadu Kec. Cibitung Kab. Pandeglang. 

2. Untuk mengetahui rekayasa nikah tahlil di Desa Cikadu Kec. 

Cibitung Kab. Pandeglang ditinjau dari Hukum Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian di atas, penulis 

berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah 

ilmu pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang 

Hukum, khususnya jurusan Hukum Keluarga. 

2. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah ilmu pengetahuan di bidang pernikahan khususnya 

yang berkenaan dengan nikah tahlil. 

3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran 

bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Rekayasa Nikah Tahlil. 



10 
 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelusuran 

terhadap hasil penelitian terdahulu, sejauh ini penyusun 

menemukan beberapa literatur skripsi yang bisa dijadikan bahan 

perbandingan. Berdasarkan penelusuran beberapa skripsi, peneliti 

sadar bahwa penelitian yang ditulis  bukanlah penelitian yang 

pertama, karena ada beberapa yang meneliti tentang nikah tahlil. 

Namun permasalahan yang ada di Desa Cikadu Kecamatan 

Cibitung Kabupaten Pandeglang belum pernah diangkat menjadi 

skripsi. oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa 

penelitian sebelumnya, baik dari segi persamaan maupun 

perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. 

1. Sopriyanto, Skripsi Tahun 2014 “Pandangan Hukum Islam, 

Hukum Perkawinan dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil” 

( Studi Kasus di Desa Suka jaya Kec. Muko-Muko BathinVII 

Kab. Bungo ). Dalam penelitian ini mengkaji tentang 

Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan terhadap 

praktek tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif  dengan analisis deskriptif. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek nikah tahlil 

dilakukan tanpa dicatatkan dan nikah tahlil ini dilakukan oleh 

orang yang bercerai tiga kali kemudian ingin rujuk. 

Pernikahan seperti ini dilakukan sesuai kelaziman dan umur 

pernikahannya tidak berlangsung lama hanya berkisar tiga hari 

sampai satu minggu. Motivasi melakukan nikah tahlil yaitu 

untuk menghalalkan kembali istri yang ditalak tiga kali oleh 

suaminya, hal ini diperbolehkan karena menurut  hukum adat 

yang berlaku di sana bahwa salah satu yang harus dan wajib 

disegerakan adalah orang yang bercerai dan ingin rujuk 

kembali, si muhallil membantu mereka untuk melanjutkan 

rumah tangganya. Dalam Hukum Islam praktek nikah tahlil 

bertentangan dengan hukum Islam, KHI dan hukum 

perkawinan.
5
 

2. Ahmad Zarkasyi, Skripsi Tahun 2011 “ Nikah Muhallil 

Menurut Imam Hanafi”. Di Dalam skripsi ini membahas 

perbedaan pendapat mengenai nikah muhallil. Menurut 

                                                             
 5

Sopriyanto, ” Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI 

Terhadap Praktek Nikah Tahlil” ( Studi Kasus di Desa Suka jaya Kec. Muko-

Muko BathinVII Kab. Bungo ), dalam https://repository.uinjkt.ac.id, diakses 

pada April 2019.  

https://repository.uinjkt.ac.id/
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mayoritas ulama Mujtahid seperti lmam Maliki, Imam Syafi‟i, 

dan Imam Hambali nikah muhallil merupakan suatu 

pernikahan yang tidak sah (batal), sedangkan Imam Abu 

Hanifah menganggap pernikahan muhallil ini sah. Dalam hal 

ini dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah yang pertama 

ialah berdasarkan Qur‟an  surat Al-baqarah ayat 230: “Hingga 

dia menikah dengan suami yang lain” kemudian sunnah 

Rasulullah SAW. dan istihsan beliau mengatakan hadist nabi 

yang melarang nikah muhallil bukanlah suatu hal batal yang 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan 

(Library Research), penelitian ini menggunakan data primer, 

sekunder dan tertier.
6
 

3. Penelitian dengan judul “Praktek Perkawinan Muhallil di 

Padarincang-Serang Provinsi Banten Indonesia” oleh Ahmad 

Sanusi dan Epa Nurpiah. Penelitian ini menggunakan yuridis 

empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

                                                             
 

6
Ahmad Zarkasyi, “Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi”, dalam 

https://repository.uin-suska.ac.id, diakses pada 14 Januari 2016. 

https://repository.uin-suska.ac.id/
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praktek nikah muhallil di Kecamatan Padarincang berbeda dari 

ketentuan yang telah ada, karena mantan suami yang 

mencarikan sendiri penyelang, kemudian mengadakan 

kesepakatan dengan membayar penyelang dan membatasi 

waktu pernikahannya. Mantan suami juga memaksa penyelang 

untuk menceraikan istrinya supaya bisa langsung ruju‟ kepada 

mantan istrinya tanpa menunggu masa „iddah habis.
7
 

Ketiga penelitian di atas, membahas tentang praktek nikah 

tahlil serta tinjauan hukumnya baik secara kepustakaan maupun 

lapangan. Tetapi walaupun semuanya memiliki keterkaitan 

dengan nikah tahlil, namun dalam pembahasannya masing-

masing skripsi ini memiliki kekhususannya masing-masing, 

sehingga memiliki keutamaan dan kelebihan masing masing. 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lebih fokus 

kepada rekayasa nikah tahlil di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung 

dan Tinjauan Hukum Islamnya. 

 

 

                                                             
 

7
Ahmad Sanusi, Epa Nurpiah “Praktek Perkawinan Muhallil di 

Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia”, JurnaI Hukum IsIam, Vol. 18 

No. 2, Desember 2020 
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G. Kerangka Pemikiran 

Perkawinan/ kata kawin menurut Anwar Harjono sama 

dengan kata nikah atau zawaj dalam istilah fiqih. Kata nikah 

berarti al-dhammu wattadaakhul (tumpang tindih atau 

memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan al-

dhammu wa al-jam‟u (tumpang tindih atau berkumpul). Menurut 

istilah ilmu fiqh, nikah merujuk pada suatu akad (perjanjian) yang 

berisi kebolehan melakukan hubungan biologis dengan memakai 

atau tazwij atau lafadz nikah.
8
 

Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, 

tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, akan tetapi 

menggunakan kata “perkawinan”. Hal itu berarti bahwa makna 

nikah atau kawin berlaku untuk semua yang berupa aktivitas 

persetubuhan, dikarenan kata “nikah” ialah bahasa Arab, 

sedangkan kata “kawin” merupakan bahasa Indonesia.
9
 

Persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki 

dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang 

                                                             
 

8
Hasan Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga..., h.10 

 
9
Hasan Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga..., h.10 
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senggama dengan air mani (spermatozoa).
10

 Sedangkan menurut 

R. Soesusilo, persetubuhan merupakan peraduan antara kemaluan 

laki-laki dan perempuan yang bias dijadikan untuk mendapatka 

anak. Alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin 

wanita, sehingga mengeluarkan air mani.
11

 

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal sepanjang akhir hayat, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 

yaitu Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12

 

Ada kalanya memang pernikahan tidak terlepas dari 

perceraian, rumah tangga yang di dambakan terkadang kandas di 

tengah jalan. Thalaq, dari kata “ithlaq”yang artinya “melepaskan 

atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, “thalaq” artinya 

melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan 

                                                             
10

 http://repository.um-palembang.ac.id 
11

 http://digilib.uinsby.ac.id 

 
12

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam..., h. 2 
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pernikahan. Melepaskan ikatan pernikahan, berarti membubarkan 

hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan dan 

terjadilah perceraian.
13

 

Jika suami berstatus merdeka menceraikan istrinya dengan 

talak tiga, atau talak dua jika suami berstatus budak, baik 

menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan biologis atau 

setelahnya, maka wanita tersebut tidak halal bagi suami tersebut 

kecuali setelah terwujudnya lima syarat. 

Pertama, wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya masa 

„iddahnya itu telah habis. Kedua, wanita tersebut telah menikah 

dengan laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Qur‟an Surat Al-Baqarah (2) :230 yang 

berbunyi:  

ْفَلاْطلََّقَهَاْفإَِنْ ْغَي  رهَْ ْزَو جًاْتَ ن كِحَْْحَتَّّْْبَ ع دْ ْمِنْ ْلوَْ ْتََِلْ ْفَلاْطلََّقَهَاْفإَِنْ 
ْاللَّوِْْح د ودْ ْوَتلِ كَْْاللَّوِْْح د ودَْْي قِيمَاْأَنْ ْظنََّاْإِنْ ْيَ تَ راَجَعَاْأَنْ ْعَلَي هِمَاْج نَاحَْ
ْ(٠٣٢)ْيَ ع لَم ونَْْلقَِو مْ ْي  بَ ي ِّن  هَا

 

Artinya :“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia 

menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain 

                                                             
 

13
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (buku 2), (Bandung: Pustaka 

Setia, 2001), h.55. 
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itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami 

pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-

orang yang berpengetahuan.”(QS. Al-Baqarah : 230)
14

 
 

Ketiga, suami yang lain tersebut sudah melakukan 

hubungan biologis. Keempat, wanita tersebut telah tertalak ba‟in 

dari suami yang lain tersebut (suami kedua). Kelima, „iddahnya 

dari suami yang lain tersebut sudah habis.
15

 

Apabila kelima syarat tersebut di atas terpenuhi, maka pada 

dasarnya nikah tahlil diperbolehkan jika tidak direkayasa. 

Nikah tahlil atau sering juga disebut nikah muhallil, ialah 

pernikahan seorang perempuan yang dilaksanakan dalam rangka 

dan tujuan untuk menghalalkan bekas suami yang sebelumnya 

telah menceraikannya dengan talak tiga kali. Nikah jenis ini sama 

hukumnya dengan nikah mut‟ah atau nikah dengan adanya 

batasan waktu tertentu, nikah syigar atau nikah seorang laki-laki 

dengan anak perempuannya dan ia menikah pula dengan anak 

perempuan laki-laki itu tanpa mahar.
16

 

                                                             
 

14
Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahanya, (Jakarta: 

Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 36 

 
15

Muhamamad Hamim HR, Nailul Huda, fathul Qarib Paling lengkap 

(Juz 2), (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), h.242. 

 
16

Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara 
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H. Metode Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yaitu di Desa 

Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang. Oleh karena 

itu, supaya penelitian tersusun dengan benar maka penulis 

mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan 

normatif-empiris.Pendekatan normatif-empiris ialah 

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 

adanya penambahan unsur empiris.
17

 Penulis menggunakan 

pendekatan normatif-empiris dikarenakan penelitian ini 

dilakukan dengan mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam 

terhadap nikah tahlil, serta melihat di lapangan bagaimana 

praktik nikah tahlil yang direkayasa di Desa Cikadu 

Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang. 

Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk penelitian 

kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif ialah penelitian 

                                                                                                                                      
Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 5 Edisi Pertama, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 100-108 
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yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain.
18

 

2. Penentuan Wilayah Penelitian 

Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian 

kepada Masyarakat di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung 

Kabupaten Pandeglang, dan mengambil data-data yang sesuai 

dengan permasalahan mengenai rekayasa nikah tahlil. 

3. Sumber Data 

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder, yaitu : 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini 

diperoleh langsung dari lapangan untuk  memperoleh data 

yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara 

wawancara yang dilakukan bersama responden yang telah 

ditentukan. 
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b. Data sekunder  

Sumber data Sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
19

 

Data ini penulis dapatkan dari studi kepustakaan, untuk 

mencari teori-teori, konsep-konsep dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

adalah penelitian lapangan antara lain: 

a. Observasi  

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi, pengamat 

sebagai partisipan, atau tanpa partisipasi pengamat sebagai 

non partisipan.
20

 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan, ialah pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak 

yang terlibat dalam permasalahan ini. Wawancara adalah 
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teknik menganalisis data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden 

atau narasumber yang dilakukan secara tidak terstruktur 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun 

tetap sesuai dengan penelitian dan tujuannya. Wawancara 

ini akan penulis lakukan pada masyarakat di Cikadu 

Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah mencari data tentang hal-hal atau 

variabel yang merupakan agenda, surat kabar, buku, catatan 

transkip dan sebagainya. dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan untuk mencari data akta pernikahan, buku nikah, 

serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis 

menggunakan metode kualitatif dimana penulis menjabarkan 
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data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan 

kemudian menganalisis dengan merujuk pada Al-Qur‟an, 

Hadist dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. 

6. Pedoman Penulisan 

Adapun pedoman penulisan skripsi yang akan dijadikan 

acuan oleh penulis ialah sebagai berikut: 

a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang 

diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten. 

b. Penulisan ayat Al-Qur‟an berpedoman kepada Al-Qur‟an 

dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian 

Agama Republik Indonesia. 

c. Peraturan perundang-Undang yang berlaku terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

d. Buku Penunjang lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah 

pengetahuan penulis. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam 

pembahasan penulis untuk menulis skripsi ini, maka penulis 

mencoba memberikan gambaran dan menguraikan permasalahan 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Nikah Tahlil 

ke dalam 5 (Iima bab) yaitu sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, Meliputi: 

Gambaran Umum Desa Cikadu, Kondisi Geografis, Kondisi 

Demografis, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan. 

BAB III: Kajian Pustaka Tentang Pernikahan, Perceraian dan 

Nikah Tahlil, Meliputi: Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum 

Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Dan Hukum 

Pernikahan. Perceraian/Thalaq Meliputi Pengertian Perceraian, 

Macam-Macam Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Faktor 

Penyebab Terjadinya Perceraian, Nikah Tahlil meliputi: 
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Pengertian Nikah Tahlil, Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Tahlil, 

Dasar Hukum Larangan Merekayasa Nikah Tahlil, Syarat Nikah 

Tahlil, dan Lafadz Akad Nikah Tahlil. 

BAB IV: Perspektif Hukum Islam Terhadap Rekayasa Nikah 

Tahlil di Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kabupaten 

Pandeglang, Meliputi: Bagaimana Praktik Rekayasa Nikah Tahlil 

di Desa Cikadu Kec. Cibitung Kab. Pandeglang dan Rekayasa 

Nikah Tahlil di Desa Cikadu Kec. Cibitung Kab. Pandeglang 

ditinjau dari Hukum Islam. 

BAB V: Penutup, Meliputi: Kesimpulan dan Saran. 

 


